-

*y

| ivfenimb'éhé

BUPATI SER
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN PENAGIHAN

bahwa dalam _rangiy
penerimaan pajak daet

NG BEDAGAI

Q43
Hy

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 4¢ TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

ROAYG BEDACAY,

 Mmendukung peninglatan
ah di, Kabupaten Serdang
Bedagai, diperlukan ‘penguatan ' 3

Pemungutan pajak daerah; U DA
bahwa  berdasarkan pertimbangan’ sebagaimana
dimaksud dalam huruf 3 dan untuk mélggsanakgrl__

perlu_ men;tag@{an Peraturan Bupat; téritb:ng Tata
Cata P’e‘ﬁ'n.ihgugén dan Penagihan Pajak Daerah;

telah diubah dengan L'ndan—Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Surat Paksa;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten

Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara;
. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah sebagaimana telgh diubah

beberapa kali terakhir  dengan _Undang-Undang

- Nomor 9 Tahyn 2015 tentang Perubahan Kedua atas -
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24

/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan

Sekaligus;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor
| 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor
: 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumj daanangy_,ﬁgan
| Perdesaan dan Perkotaan; e
11, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang | dagai Nomor
| 6 Tahun 2016 " tentang Per ikan | |

-~ -Daerah Kabiipaten Serdeing F daga; e e
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas dan Fungs;’ Jabatan

Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedag al;

MEMUTUSKAN:

L

Meﬁémpfgaii 3 pERATURAN ....BUPATI 'i‘ENTANG TATA CARA

PEMUN@@NQ DAN PENAGIHAN PAJAKR DAERAH,

BAB
KETENTUAN UMUM

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom;j seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerapy adalah  Bupati sebagai unsyr penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

Pejabat adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menanganj
urusan pemerintahan di bidang pajak daerah (j Kabupaten Serdang




10.

- BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/at bangur;an
11. N' g . N . s e ¥ G i b : S 2

12,

13.

- bbjek " pajak, dari/ atau "harta da

i4. §
15,

16.
17,

18.

19,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atay badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban Perpajakan sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Perpajakan daerah, - :

Penanggung§ Pajak  adalah orang  pribadi atay badan yang
bertanggungiawab atas  pembayaran pajak, termasuk wakil - yang

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebyt pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atay badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang~Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secarg langsung dan digunakan untyuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

Pajak Bumj dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya

© disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumj dan/atay bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atay badan,
kecuali kawasan yang digunakan untyk kegiatan usahg perkeb,;_,gjjan,
perhutanan, dan pertambangan, : I -
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjyjtnya

oy
",

per bandmgan hafgs dus; A

bary, ata NJOP penggant;

Pemungutanadalahsuatu rangkaian kegiatan mulaj dari penghimpunan

data objek dan éﬁbj'ek.pajak;‘_penentuan besarnya pajak yang terutang
sampaj _l{égiatah_'béﬁégihan pajak Kepada wajib pajak serta pengawasan
beryetoranny, o

Surat_ Pemberitahtian Paja

adalah surat yang ofeh,
Penghitlingan dap b

k yang selgnjutnya disingkat SPTPD,
-Waji ak digunakan untuk melaporkan

Pajak, objek pajak dan/atiu bukar
?gceﬁrajibani s€suai déngan ketentuan

Y.u

peratuirdn perundang.ufidanga

urat  Pemberitaliyan Objek Pajaky yang seléﬁju'tnya disingkat SPOP,

-adalah ‘surat yang' ‘digiriakan’ oleh wajib pajak untuk melaporkan data

subjek dan objek PBB-P2 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Perpajakan daerah,

yang terutang. |
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, -
adalah surat yang digunakan untyk memberitahukan besarnya PBB-P2

pokok pajak, besarnya sanks;i administratif, dan jumlah Pajak yang masih’
harus dibayar, ’

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya




disingkat SKPDKB’I‘, adalah surat’ ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan,

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak,

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lehih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena Jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atauy seharusnya tidak terutang, .

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks;i administratif
berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat

Pajak untuk melunasi utang pajaknya. ;
24, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biays
. penagihan pajak,
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan.dalam rapar
ketentuan -tertentu dalam peraturan .p ndang-undang
Daerah yang terdapat Surat Pen '
Ketetapan Pajak Daerah, | raf

Surat Ketetapan p

atau Surat

dalah surat keputusan atas keberatan -
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Kete.t;gbgrg,
ahan, Surat Ketetapan Pajak Dagrah
ah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
tulan, atau Surat Keputusan Keberatap,
emungutan pihak ketiga yang diajukan
¢ I R
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tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

31. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Sei Rampah.

32. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
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44. Penyandetaan  &gals

33. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan

penyitaan, melaksanakn Penyanderaan, menjuaj barang yang tlah disita.

34. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluryh utang
pajak dari S€mua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

35. Surat Paksa adalah surat ‘perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak. )

36. Biaya Penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat
perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan
lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan

ik !

37. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasaj barang
pPenanggung bajak, guna dijadikan jaminan untuk melunas;j utang pajak
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

38. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadika
utang pajak, | e R

39. Barang adalah tiap benda atau hak yang ¢

40. Lelang adalah setiap penjualan “Barar
penawaran - harga ! secara- i

_ penguiripulan peminat atau calon pe;

41. Kantor Lelang adalah kantor yang b

- secara lelang, -
+ Risalah Lelang a

laksanaan lelang yang dibuat aleh

m bentuk yang ditentukan gleh
-Uhdangan lelang yang berlaku, S
rangan yang bersifat sementara ' terhadap
ertentu untuk keluar dari wilayah Nega’r’a‘i'Repgb‘;lfk
Indofiesja’ “berdasarkan alasan tertentu  sesuai  dengan """peratg“‘p
f)erundgr,;g-undangan_ yang berlaku,
dnde bengekangan Sementara  wakty kebebasan
ene ftentu,
45. G " adalah aya hukum' tefhadap pelaksanaan penagihan pajak

BAB II !
JENIS-JENIS PAJAK

(1) Jenis pajak daerah berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

a. pajak reklame;
+ pajak air tanah; dan

¢c. PBB-P2,

(2) Jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh
wajib pajak terdiri atas;

pajak hotel;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak penerangan jalan;

pajak mineral bukan logam dan batuan;

Pajak parkir;

pajak sarang burung walet; dan

BPHTB. |

PR &Moo 00 o



(1)

(2)

()

@)

(1)

@
(3)

(4)

BAB III
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak

pokok wajib pajak daeraly, Srph o VAL N
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik”"Negara"’}d'_tgq
Badan Usaha Milik Daerzh, s i
Dalam ha] wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan nomof pokok wajjb
pajak daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerﬁh.ﬁ

Bagian Kedua
Masa Pajak

o SRd . % fh Pasdl 4
Masa pajak intuk setiap jenis

A Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2 huruf

a’ sampaj »'d,énjggn huruf g -mengacu  kepada peraturan perundang-
Undangan yang berlaku i

Ketentlian masa Pajak dikecualikan untuk BPHTB sebagaimana dimaksug
dalam Pasa] 2 ayat (2) huruf h.

BAB IV -
FENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan Pajak

Bupati menetapkan pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 2 ayat (1) huruf ¢ berdasarkan Spop sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 3 ayat (1) huruf p dengan menggunakan SPPT,
Bupati dapat menerbitkan SKPD dalam ha] sebagai berikut:
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(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(1)

dasar pengenaan pajak.

Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalaim
Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak:
dengan dasar Pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
Dasar pengenaan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

& nilai sewa reklame untuk pajak reklame;

b.  nilai perolehan ajr tanah untuk pajak air tanah; dan
¢. NJOP untuk PBB-p2, 2

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditetapkan dengan peraturap Bupati/Walikata déngan
berpedoman pada nilaj perolehan air tanah ‘yang “ditetapkan “"aléh
Gubernur. 3

dalam Pasal 2 ayat (2):

& jumlah pembayaran atay yeng seharusnya dibayar kepada Hhotel
untuk pajak hotel; ‘

b. jumlah pembayaran yang diterima atay yang seharusnya diterima
restoran untuk pajak restoran;

C.  jumlah uang yang diterima atay yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara hiburan untuk pajak hiburan;

d. nilai jual tenaga listrik untuk pajak penerangan jalan:

¢ nilai jual hasi pengamkilan mineral bukan logam dan batyan untuk
Pajak mineral bukan logam dan batuan;

f.  jumlah pembayaran atay yang  seharusnya dibayar kepada
penyelenggara tempat parkir untuk pajak parkir;

g  nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung walet; dan

h. nilai perolehan objek pajak untuk BPHTB,

. Pasal 8

Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf a termasuk:



et

a. jumlah pPembayaran setelah potongan harga; dan
jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap,
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimang dimaksud

(2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima r

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupaka

atau minuman dalam ha] voucher atau bentuk lain
Cuma-cuma.

| Pasal 10
(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaj
huruf d ditetapkan: N i
& untuk tena yang. herasal darj
naga listrik:

(8) Berddsarkan nilal gl s

e 2Oarkan nilal jual tenaga listri!g‘_, sebagai
huruf ‘&) penyedia- tehaga “listlk  melakyk ghitung;
pemungntar pajak ﬁehét‘éxjgan_jélaﬁfatas Pengguhaan teriaga listrik.

ayardn Pajak Terutang
Pasal 11

13} ~ Bupati menetapkan jangka wakty pembayaran atay penyetoran pajak
terutang  untuk jenis pajak yang dibayar sendir berdasarkani{
penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) paling lama 30 (tiga puluh) harj kerja setelah Saat terutangnya pajak.

(4) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dj kas daerah atay tempat

lain yang ditunjuk oleBupati sesuaj waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. '
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()

(1)

(3)

(4)
(5)

(1)

2)

(3)

(4)

(1)

()

-Oleh wajib pajak,

Bagian Ketiga
Pelaporan Pajak

(2) mengisi SPTPD,
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet
dan jumlah pajak terutang dalam ] (satu) masa pajak,

Pasal 13
Wajib pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati
melalui Pejabat yang ditunjuk untuk Jenis pajak yang dibayar sendiri

berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 2 ayat (2).

SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 2 ayat (2) huruf
h dipersamakan sebagai SPTPD,
SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya

pembayaran, L
SPTPD  sebagaimana dimaksud pada
berakhirnya masa pajak. T
Bupati melakukan- Penclitiag 4

g

N Bagian
| Ke’g?g “

Pasal 14 '
Da‘l\ggpdj,angka‘ waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tqrutgngnya pajak,

- Bupati dapat menerbitkar SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis

Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib Pajak
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). : T

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal: -

a.  bérdasarkah - pemeriksaan atay keterangan lain, pajak yang
: tang tidak dtat kurang dibayar; '
b PD” sebagaimina dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak

“disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis  tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

¢.  Kkewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,

Jumlah pajak yang tercantum dalam SKPDKRB yang diterbitkan dalam haj
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dihitung secara Jjabatan,
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data bary dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan pajak yang terutang, '

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam ha]

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 15
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atay terlambat dibayar, untuk jangka wakty paling

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKRT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanks;i administratif berupa



(3)
(4)

(5)

@

(4)
(5)

@

(1)

{dua) billan, Bupati temberikan imbelan bunga sebee. »

kenaikan sebesar 1009 (seratus persen) darj jumlah kekurangan pajak
tersebut. :

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] }4 ayat (2) huruf ¢ dikenakan sanks; administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

- dihitung dari pajak yang kurang atay terlambat dibayar untyk jangka.

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya
pajak. 1
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksug pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka wakty
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,

keputysan, .
_&yat’ (2) ‘telah
TIpa N suaty - keputusan, Bermohonan
perigémbalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan KPDLB harug
diterbitkan dalam Jangka waktu paling lama 1 (saty) bulan S
Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebjhan pemba

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Iangsgr‘"ig“‘"‘ diperhitu
melunasi terlebih dahuly utang pajak tersebyt, :

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak"se‘bage_a‘imana dimaksud ada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palmg larpa 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, NGV
Jika “hqggemybali’g?n kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2

vatl memberikan in % (dua persen)
sebulan atds kétérlambﬁtaﬁ péﬁgéfﬁbalian kelebihan pembayaran pajak, -

e @ M oewis o BABY
*'* PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesaty
Penagihan Pajak

Pasal 17 '
Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasg] 2 ayat
(1) dalam hal:
a. pajak terutang dalam skpp atau SPPT yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran:
b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan
putusan bqnding yang tidak atay kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atay

Jumlah tagihan 'dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan,

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian



(1)

(2)

(1)

2)

@)
)

()

(6)

sanksi admihistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 'setiép bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

keberatgn, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atay

C. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda. | '

Pasal 19 Skl
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
surat ,kpputuégp pembetulan, surat keputusan Keberata; an pi
bandirig yang tidak atay kurang dibayar oleh wajih pajak pada
dapat ditagih dengan surat paksa, TR mE TR
Pendgiian pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
ketenituan peratiiran perundang-undangan, apt

S

o Bagian Kedua
= Pe:;ghapgsan Piutang Pajak

. S % 'Pasal 20 L
Piutahg pajak yang tidak mungkin ditagih lagi L’-;karena hak untuk
melaktikan peha“gihgq;",si;d__gh_‘__:lgggﬁ[}garsa dapat dihap skan,
Kadaluarsa . periagihan ‘pajak sebagaimand’ dimaksull’ padd " ayat (1)
tertatigelh apabila; . 7 |

a. _diterbitkan surdt tegy

gurad dani/atau surat paksa; atay

b. i:lf.'i@-c;‘.;a,H?ﬁgal{uaﬁ"“ufe{ng pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun

ATl

“tidak langsung,

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan wajib pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah,

Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
Pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajib pajak, |

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa pPenagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut,
Dalam ha] ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluarsa penagihan dihitung sejak
tanggal pengakuan tersebut,

Ketentuan lebih lanjut merngenai tata cara penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud peda ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.



~ BABVI
KEBERATAN DAN BANDING

: | Pasal 21
(1) Wajib pajak dapat mengajuka
yang ditunjuk terhadap Sppr, SKPD,
SKPDN, dan pemotongan
(2) Pengajuan keberatan seh;

(3) Dalam ha] wajib pajak dg

keberatan sebagaimana dimaksud pada
jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
(4)  Keberatan dapat diajuka

sedikit sejumlah yang telah djset

keputusan keberatan,
(6) Pengajuan keberatan dilak

sanakan
perundang-undangan. T

keberdtan yang diajukan oleh
o Fasal 20 ayat (1), Ly
(@) Dalath tiemberian

.. Bupati melalyj p

(1) Bupati melaly; Pejabat ‘yang

dimaksud pada ayat (1),
akukan Pemeriksaan, ¢

1a ayat (2) harus dilakykan
2 (dua belas] bulan seja};_:gagg{gal surat

dan Bupat; tidak member; » keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carg penyelesaian keberatan diatyy
dengan Peraturan bupati,

(1) Wajib pajak dapai: mengajuka

aksud pada ayat

(1) menangguhkan
dengan 1 (satu) b

ulan sejak tanggal



(4)

(5)

(1)

(2)

)

(2)

v ()

dihitung besarnya pajak 9a'n'g_ rutang,

penerbitan butusan banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesua; dengan ketentuan peraturan
perundang-pndangan.

: Pasal 24

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 29 (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bujan, ;
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampaj dengan diterbitkannya SKPDLR.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib

pajak dikenai sanks; administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh

Dalam hag] ‘wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanks;
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimang
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atay dikabulkar;‘;
pajak dikenai sanks; administratif berug@hq;xgclg;sehgsa‘"“
persen) dari jumlah pajak herdasarkan Putusan " hay
dengan pembayaran pajak ‘yar ah - dibayar seby
keberatan, [

e BABVI
- PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bt ey Pasai25 ~

D pajak 'yang melakukan usahg dengan omzet paling sedikit
Rp30 QO0.00Q,QO__:' (tiga. ratus juta Rupiah) per tahun wajiy
menyelengparakari pembukudri atau pencatatan
Pembukiian ataj pencatatan sebagaimana dimaksyud pada ayat (1) paling
sedikit ‘memuat data. penjualan beserta bukti pendukungnya ‘agar dapat

Wy b

undangan. |

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

a.  memperlihatkan dan/atay meminjamkan buku atay catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lajn yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b.  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atay ruangan

yang dianggap perly dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atay
C. memberikan keterangan yang diperlukan,

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan,



BAB VIII

PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAK BEA PEROLEHAN HAK

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

ATAS TANAH DAN BANGUNAN
] Pasal 27
Penelitian SSPD BPHTB melipuri;

a. kesesuaian nomor objek pajak yang dicantumkan dalam SéPD

BPHTB: dengan nomor objek pajak yang tercantum dalam fotokopi

SPPT atau bukt; pembayaran PBB-p2 lainnya dan pada basis datq
PBB-P2;

kesesuaiah NJOP bumi per mieter perseg yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP bum; Per meter persegi pada basis data
PBB-P2;

" ¢ kesesuaian NJOP bangunan Per meter persegi yang dicantumkan

dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per
basis data PBB-p2;

€. Kkebenaran penghitungan BPHTR yang disetor
pengurangan yang dihitung sendiri. e
Objek pajak tertentu sebagaimana dj
meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat,
Proses penelitian atas SSPD BPHTB”seba‘ga'i'mapf;f dimaksud pa, yat (]
dilakukan paling lama | (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lg‘fﬁ"glgab
SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat, i
Daldin hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTR sebagaimana

dinakstid pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorka lebih’ kecil darj .

jumlah ‘pajak terutarig, wajib pajak wajib membayar sehs1hkekurangan

tersebut,

Bupdti mehetapkan NJOP, S
Besditiyy NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali*tintuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, :

4. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
nilai perolehan baru; atay
C.  nilai jual pengganti,

Penghitungan 'NJOP sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dan (4)
dilakukan melglui penilaian,

| BAB X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesaty
Penagihan Pajak Daergh

Pasal 29

Penagihan Pajak adalgh serangkaian tindakan agar Penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya Penagihan pajak dengan cara :



(2)

(3)

(1)

@ Pe

(1)
(2)

menegur atay memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan,

melaksanakan pencegahan, dan

menjual barang yang telah disita,

entuk penagihan pajak berupa :

penerbitan surat teguran

Penagihan seketika dan sekaligus;

surat paksa;

+ ‘pencegahan;

penyitaan;

penyanderaan; dan

g lelang.

fo0op

TP R ™o

-

™o oo

c. Surat Ketetapan Bea Perole
- . Kurang Bayar (SKBKB;,

dan putusan peninjauan kembalj yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah,
d. penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan ¢
dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh
tempo,

surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis;
Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

surat paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

penempelan stiker/ segel peringatan dan/atau penyitaan;
Surat perintah penyanderaan;

7)  surat pencabutan sita;

8)  pengumuman lelang;

9) surat penentuan harga limit;

10) pembatalan lelang; dan

11) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak,

Pasal 31
Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat,
Jurusita pajak bertugas;
a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
b. memberitahukan surat paksa;

c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan
Surat perintah melaksanakan penyitaan; dan



d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat  perintah
penyanderaan,

Jurusita pajak dalam melaksanakan,tugasnya harus dilengkapi dengan

kartu tanda pPeéngenal jurusita pajak-dan haryus diperlihatkan kepada

Pénanggung pajak.

(4) Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang memasuki dan
memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari laci, dan tempat

(3)

diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita,

() Dalam melaksanakan tugasnya, jurysita pajak dapat meminta bantuan
Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum day,
perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan
Nasional, Direktorat Jendera] Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank
atau pihak lain,

(6) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Bupati.

&

Bagian Kedua
Surat Teguran’

¥
¥

SR SN <o Pasal e I TN A 5
(1) Fungsi surat tegUran adalah untuk menegur atay mem
.~ kepadd wajib pajak tin tuk melunasi utang pajaknya,

(2) Bentuk tegurafi adalah surat teguran, surat peringatan dan’

peringatkan
; surat lain

- (8) Surat teguran;,  sur:
= diterbitkan satij kali, » - 4 S
(4) surat lain yang Sejenis mieliputi surat atay bentuk lain yang fungsinya

-saftia dengan _sufat tegufdah atay Surat peringatan dalam Upaya
. penidgihan pajak sebelum diterbitkannya surat paksa R mg

(%) Penyéiﬁpaian‘ suraf feguran pat dilakukri secara langsdhg mq_,l'glui.
S atd K itau jasa kurir dengan bukti pengir‘,\i‘,}r,_g_;gn»

N

peringatan atau surat lain yang sejepis hanya

-+ PO8 atau melalii ja ksped

(6) Surar teguran dikeliarkan 7 o
.pajak sestdi Peraturdn yang bérlaku

| " Bagian Ketiga
 Penagihan Seketika dan Sekaligus

4.  penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untyk selama-
lamanya atau berniat untyk itu; '
b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atay
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau  mengecilkan

kegiatan perusahaan, atay pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia;




‘)

(3)

(1)

&

()

€. terjadi penyitaan atas barang benanggung pajak oleh pihak ketiga
atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya

4. nama Wajib Pajak, atau namg wajib pajak dan Penanggung pajak; -
b. besarnya utang pajak;

C.  perintah untyk membayar; dan
saat pelunasan utang pajak,

Surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum
penerbitan surat paksa,

Bagian Keempat
Surat Paksa

Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA EsaA", mempunyai kekuatan eksekutoria] dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilsn’ yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. T
Surat paksa sekurang-kurangn,};a harug memuat; , i ke
8. nama wajib pajak, atay nama wajib Pajak dan Penanggung pajak; .
b. dasar penagihan; AR Dl Ei
¢ besarnya utang pajak; dan '
d.  perintah untuk membayar.,

e ‘ Pasal 35
Surat paksa diterbitkan apabila:

dxterbltkan Surat teguran atau surat peringatan atay surat lain yang

Sejenis; T L S

b. terhada’lp Peénanggung pajak telah dilaksanakan penagl‘hgn sckggllga
fan sckaligus; atan o

ik . tidak __memenuhi - ketentuan sebagaimana

- a j'?fqr;anggung_ Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah

A,;jpiérsetujuar'i’“angsuran atau penundaan

Dalam ha] terjadi keadaan luar kckuasaa_n Pejabat, surat paksa
beéngganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan,

Surat paksa Pengganti sebagaimang dimaksud pada ayat (1) mempunyaj
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat
paksa sebagaimgna dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). '



di  tempat tinggal mereka Maupun  di  tempat lain  yang
memungkinkan; atay '

b.  pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang
bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menj )
Séorang sebagaimana dimaksud pada hym,f a. e
(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakap p

kepada Kurator, Hakim pe

dasi, surat pakes
| untuk melakykan

(6] } surat kuasa

| , Surat paksa

(7) A bila p i : é"éebagQimang dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Sur_étfl,?akag disampaik

. Pemerintah Daerah setempat. S

(8) Dalam ha] wajib pajak atay penanggung pajak tidak diketa!;gi tempat

, kan menerbitkannya,
I"'thedia massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh

kerjanya meliputi tempat Pelaksanaan syrat paksa, kecyaj ditetapkan
lain dengan Keputusan Bupati, |

(10) Pejabat yang diminta bantyap sebagaimang dimaksud dalam ayat (9)

12) Pengajuan keberatan olep wajib pajak tidak mengakibatkan Penundaan
Pelaksanagn Surat paksa,

(13) Tata cara Pelaksangan penagihan  seketika dan = sekaligys, dan
pelaksanaan Surat paksa ditetapkan dengan keputusan bupati, :



Pasal 38

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum

lewat wakty 2 (dua) kali 24 (dua puluh €mpat) jam setelgh surat paksa
diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,

()

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 39

perintah melaksanakan penyitaan,

(@) Penyitaan dilaksanakan ojep jurusita pajak den
sckurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah

Indonesia, dikenal oleh Jurusita pajak, dan dapat dipercaya,

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak m
pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusit
pajak dan saksi-saksi. ,
{4) Dalam hg] penanggung Pajak adalah badan
Pelaksanaan sitg ditandatangani oleh pengurus, keps
8 Penanggung jawals” pemilik” modal atay |, tetap
(5) Alipiin Penéinggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat
dilaksanakan dep; h seorang saks;i sebagaimana dimaksud
_ Padd ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah, Lo
(6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak
Sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara pelaksa;naanjﬁi_‘j"jgi;ta"
ditandatangani jurusita pajak dan saksi-saksi. e
(7) beritd "acara pelaksanaan sita tetap mempunyaj kekuatan mengikat
meskipun penanggun ‘ k menandatangan; p ita acara
_ pelaksanaan sita sebagaimana dimaksyg pada ayat (3) T
(8) Salinan_berita acara : : pélkan pada barang
- bergerak atay bardhg tgerek yang disitd, atay d tempat barang
bergetak atay barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atay d
(9) Atas bardng yang disita dapat ditempel atau dibefi segel sita,
(10) Pengajiah keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan
pelaksanaan penyitaan,
: Pasal 40

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak yang

berada dj tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau dj

tempat lain, termasuk yang Penguasaannya berada di tangan pihak lain
atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertenty yang dapat
erupa :

a.  barang bergerak termasyk mobil, perhiasan, vang tunai, dan
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atay
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ity, obligasi, saham, atay
Surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modg] pada
perusahaan lain; dan /atau

b, barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan
isi kotor tertentu.

(2) Penyitaan terhadap Penanggung pajak badan dapat dilaksanakan -

terhadap barang milik perusahaan, pPengurus, kepala Perwakilan, kepala



©

3)

2)

(1)

 dikecuali

Penyitaan sebagaimang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai
dengan nilaj barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang

b.  persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan
C. perlengkapan Pénanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh

d. buku-bulky yang - bertalian dengan Jabatan atay pekerjaan
penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk
pendidikan, kebudayaan dan keilmuan; :

€. peralatan dalam keadaan jalan yang |
melaksanakan pekerjaan atay usaha. sehari-harj ;
selurubnya tidak lebih dari..Rp,20,000.0(
_rupiah); atauy e

Dalam ha] 'baﬁréxjg:_yang" disita. mudah rusak atay cepat busuk,

kan délfi ﬁéﬂjuﬁléﬁ sé;ézir'a lelang.

o tekening koran,
itu dilaksanakan



(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(6)

(7)
(1)
(2)

(3)

Qalam h.al %barang yang disita oleh Kejaksaan atay Kepolisian telah
dllttembahkan kepada penanggung pajak tanpa pemberitahuan kepada
Pejabat, penyitaan terkadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

| Pasal 45
Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita
oleh Pengadilan Negeri atau instans; lain yang berwenang,
Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada Pengadilan Negeri atay
instansi lain yang berwenang. :
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang

Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
setelah menerima surat paksa menjadikan barang yang telah disita
dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak,
Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan
pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarka ntuan hak
mendahulu negara untuk tagihan pajak; ~.no v o kS
Hak mendahulu untuk tagihan’ pajak 1 bihi segala hak mendahulu
lainnya, kecuali terhadap: 0L DT
a. biaya perkara yang " semata-mata disebabkan . gleh “suaty
penghukuman {intuk melelang suatu barang bergerak maupun
b. biaya yang ' telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang
dimaksid; ddn .. - o U
¢. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh p elangan dan

 penyelesaan siiatt warisin, .
Putusan "yang telah ‘'mempunyai  kekuatan hukum

disampdikan “oleh Pengad1lan Negeri kepada Kantor
dipergunakan sebagal dasir peinbagian hasil lelang.

tetap segera
| kelang untuk
Pasal 46

t}l #luar Wifayah kerja Pejabat yang
meminta bantuan kepada Pejabat yang

meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi

tempat objek sita berada untuk  menerbitkan  surat perintah
melaksanakan penyitaan.

Pejabat yang diminta bantuan sebagairana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) memberitahukan pelaksanaan surat perintah melaksanakan
penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera
setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan beritg acara

Pasal 47

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: ' :

a.

b.

nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang
pajak; atau |

hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya



)

2)

(1)

penagihan pajak dan utang pajak,

1 Pasal 48
Pencabutan sita dilaksanakan apabila Pe€nanggung pajak telah melunasi
biaya Penagihan pajak dan utang pajak atay berdasarkan putusan

. pengadilan étau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain

(3)

Pen
a.

(1)

2)

4

~ dengan Keputusan Bupati,

Pericabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat,

1 Pasal 49

anggung Pajak dilarang:

memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan,
menyembunyikan, menghilangkan, atay merusak barang yang telah
disita; ‘ g B
membebani barang tidak bergerak yang telah disita “dengan hak
tanggungan untuk pelunasan utang tertentij e i ZEh R .
membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atay
diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan /atau " " o
~meriisak, mencabut atay menéh'iléhgkaﬁ"fsjégcl sita atay salinan berity
‘acard pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan, L

Bagian Kelima
Lelang

s Pasal 50 .

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang mglg}}(saq‘__“qn
penjualan secara lelang terhadap barang yang disita mela]ul Ka;tgtbr
Lelafig, .. . .o R

deposito berjangka, tabungan,
atau surat berharga lainnya,

, yang disita’

bersangkutan:

C. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan dj
bursa efek dijual dj bursa efek atas pPermintaan Pejabat;

d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya  yang tidak
diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

Dalam hal Penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak

ditambah 1% (saty persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ().
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(3)

(S)

(6)

- ushah,

Pasal 51

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 50 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat
belas) hari setelah pPengumuman lelang melaluj media massa,
Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan

'Pengumuma.nj lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan

untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali, .
Pengumuman lelang terhadap barang dengan nijlaj paling . banyak
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan
melalui media massa,

Pejab’at bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan

menentukan dilepas  atay tidaknya barang yang dilelang dan
menandatangani asli risalah lelang,

Pejabat dan jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan
yang dilelang,
Larangan terhadap pejabat dan jurusita Pajak untuk membelj barang
sitaan yang dilelang, berlaky juga terhadap istri, keluarga sedarah dan
semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat, SIS
Pejabat dan jurusita pajak yang melanggar . ketentyan sebagaimana

dimaksiid pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuaj den"gaﬁ'”pera’ﬁi}réd\'
perq) ang-undangan yang berlaku,
erubahan besarnya nilaj barang yang tidak harus diumumkan melalui

medie fhassa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan

kepuifusan bupati.

- ‘ Pasal 52

Lela';i'_g_,g;c,‘tap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan'glgh
wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan. R
Lelarig tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak... ., |

B

Lelangtidak dilaksanakan apabifa penanggung pajek telah melunasi

Utang " pajdk dan b_iay'éi; -periagihdh pajak,’ 8tqu berdasatkan putusan
bengadilan; atau putusan béda‘r}i;;pgradilaq; bajak, afau objek lelang-

;e v ik .a @ Pasal 53
lelang dipergunakan terlebin dahulu untuk membayar biaya
penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang
pajak.

Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang,
Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk

peraturan perundang-undangan,
Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada

pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti
otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak,



kg

BAB X1
PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Bagian Kesaty

~ Pencegahan

(1) . Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
mempunyai = jumlah utang  pajak sckurang-kurangnya sebesar
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya
dalam melunasi utang pajak, -

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh
Menteri yang berwenang atas permintaan pejabat melalui Bupati,

(3) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;
alasan untuk melakukan pencegahan; dan
"¢ jangka wakty pencegahan.
(3) Jangka waktu pencegahan sebagai}}largg?di_m%k:sfqgiEpa.c.lgf ay
- baling lama 6 (enam) bulan dan “dapat diperpanjang wnt
lamanya 6 (enam) bulan, i T LN A

(4) Keputusan pen

)

(1) Penyaderash Hahya

16hya dapat dilakukari terhadap' penanggiing ajak ya
Mempuhyai utatg pa'jgk;~s:e7ku§§i}jg-‘l§i1réngnya ‘sebesar Rp 100.000.000,00
(Seratiis juta ruplah) ‘dan diragukan-itikad baiknya dalam melunas; utang
pajak.

(2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan
oleh Pejabat setelah mendapat izin tertylis dari Menteri atay Gubernur,

(3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan,

(4) Surat perintah penyanderaan memuat sekurang—kurangnya :

a. identitas’ penanggung pajak;
b. alasan penyanderaan;

C. izin Penyanderaan;

d. lamanya penyanderaan; dan
€. tempat penyanderaan.

(5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam ha] Penanggung pajak
sedang beribadah, atay sedang mengikuti sidang resmi, atay sedang
mengikuti pemilihan umum,

Pasal 56

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:

4.  apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
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(2)

(3)

4)

()

(6)

(7

- limit Yang dalam p
(2’ P Y Rt et Nl :

¢

(8)
©

(1

- diterima

(3)

(4)

()
(6)

(1)

b. apabila jangka wakty yang ditetapkan dalam surat perintai
penyanderaan itu telah terpenuhi;

C.  berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
d

. berdasarjkan pertimbangan tertentu darj Menteri atau Gubernur.
Sebelum penanggung pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf ¢ dan huruf d, pejabat segera memberitahukan secara
tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercabtum
dalam surat perintah penyanderaan.

Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap
pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri, o
Dalam hal gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai keputusan
hukum tetap, peénanggung pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik
dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya.

Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.

Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh Menteri, e 4 ER T TR WS4
Penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap

]

pelaksanaan penyanderaan Setelah masp penyanderaan ber
Penyanderaan térhadap - penanggung p idak:
hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan

 KETEN

gajukan permohonan pembetulan atay
tian kepad Pejabat terhadap surat teguran atau sura_t'pering_gtaq
ahg. sejenis, surat perintah penagihan seketika dan

atal surat lain yang Sejeni i Irat
sekdligus,” surat” urat perintah melaksanakan penyitaan, surat

-perintah pertyand penglittithan lelang dan surat penentuan harga

'Bit;;'anrfigwte*rdapat kesalahan atau kekeliruan.

dalam jan waktu- paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
tima’ permohonati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus

“memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

Apabila dalam jangka wzktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak

dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu,

Pejabat karena jabatan dapat membetulkan surat teguran atau surat

Peri ggung pajak dapat me
penggan

¥ §

g,

deiabat

harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atay
kekeliruan,

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan
atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak,

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka wakty
semula, :

Pasal 58 N
Apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan

keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak
menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan
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[ 3]

pembayaran| pajak, wajib pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak
menuntut pengembalian barang‘yang telah dilelang. '

(2) Pejabat mengembalikan  kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

3 Pasal 59 :
(1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kadaluarsa
sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
(@) Pengajuan keberatan atay permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundgngl;gx‘_j.

. oE

Agar setiap orangzmengetahuinya, meni%:ri tahkan pengundan y nPeraturan ,
Daerah Kabu ten Serdang

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berj

Bedagai,

 aNGei Rampahﬁ .
A O%owr o

ghdn

] F.)
&
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